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Abstract:

Catholic church faces the objection of economy: the economy ought to play by its  own rules and not according to moral considerations imposed on it from without. The economy has its own inner logic that should free us precisely from necessity of having to depend on the morality of its participants because the true play of economy laws best guarantees progress and even distributive justice. Nevertheless, the great successes of this claim, concealed its limitations for a long time. Its tacit philosophical presuppositions and thus its problem become clearer that  the economy is governed not only by economic laws, but is also determined by men. The economic inequality between the wealthy and pauper, the northern and southern hemispheres of the globe is the proof of the limitation of that presupposition. According to the church, the economy has no meaning in itself. Its meaning layes on its true function, that is, to serving men. The development of all dimensions of men should be goal of the economic activities. Hence, the economy rules, according to the church, must be guided by ethics. It means that whoever participants in the economic activities have ethics-responsibility that the economy should be governed for the shake of goodness of men whoever they are.
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Sebelum masuk dalam inti tulisan ini, kami memberitahukan lebih awal bahwa tulisan ini merupakan padangan etis Gereja Katolik Indonesia tentang ekonomi. Pandangan etis ini sesungguhnya juga merupakan pandangan Gereja Katolik universal karena ajaran iman Gereja Katolik  Indonesia – dan juga Gereja-gereja partikular lainnya di dunia – merefleksikan atau mencerminkan pandangan dari otoritas resmi pengajar iman Gereja Katolik di Vatikan. Perlu diakui bahwa sebagai penganut Katolik, dalam kompetisi ini, penulis tidak mewakili otoritas resmi pengajar iman Katolik. Tulisan ini hanya merupakan pemahaman penulis tentang ajaran imannya, secara khusus tentang etika ekonomi menurut ajaran Gereja Katolik.
1. Arti dan Tujuan Ekonomi
Dalam dirinya sendiri ekonomi tidak mempunyai makna apa-apa. Ia bermakna karena fungsi sejatinya: melayani! Ia merupakan usaha untuk sebaik mungkin menggunakan sarana-sarana dan sumber-sumber terbatas demi kepentingan yang berhubungan dengan tujuan eksistensial manusia. Semua orang bergantung dari kegiatan ekonomi seperti ini. Fungsi sejati ekonomi ini menjadi sasaran penilaian etis.
 
Agama Kristen dan bahkan di antara para ahli ekonomi sendiri memiliki kesadaran bahwa bidang ekonomi membutuhkan orientasi etis. Perlunya orientasi etis terhadap bidang ekonomi disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dapat memproduksi barang-barang secara masif melampaui kebutuhan dasar manusia. Di sini pertanyaan tentang tujuan lebih jauh dari ekonomi menjadi signifikan.  

1.1. Gagasan dan Teori yang Tidak Memadai

Para ahli ilmu ekonomi seringkali menolak pertimbangan etis berkaitan dengan bidang ekonomi. Mereka menganggap penilaian etis sebagai suatu gangguan. Ilmu ekonomi, menurut mereka, merupakan sebuah ilmu mandiri. Tugasnya ialah mempelajari hukum-hukum yang memungkinkan penggabungan sarana dan sumber secara optimal guna memperoleh hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas sedikit mungkin. Menurut mereka, pertimbangan etis tidak relevan bagi ilmu ekonomi. 

Pada dasarnya, ajaran Kristen menghargai otonomi ilmu ekonomi.
 Ajaran Kristen tidak membatasi ilmu ekonomi untuk meneliti dan mengembangkan metode dan hukumnya sendiri. Pengembangan metode dan hukum dianggap sangat penting sebagai bentuk tanggapan atas kelangkaan sarana dan sumber daya dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Penerapan yang benar dari metode dan hukum itu diharapkan dapat meningkatkan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan eksistensial umat manusia. Menurut ajaran Kristen, penerapan metode dan hukum untuk menghasilkan produk tertentu tidak merupakan persoalan etis, tetapi persoalan keahlian atau ketrampilan. Keahlian atau ketrampilan itulah, menurut ajaran Kristen, yang tidak bisa luput dari penilaian etis karena menyangkut pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi.
 Mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi, menurut ajaran Kristen, harus memiliki keahlian dan ketrampilan optimal. 


Dalam pemilihan jenis produksi yang hendak dihasilkan, setiap pribadi memiliki tanggung jawabnya. Setelah jenis produk dipilih tentu saja hukum ekonomi harus diterapkan tanpa pertimbangan etis lebih jauh. Sebuah perusahan bisa memilih dengan bebas antara produksi obat-obatan yang sangat bermanfaat atau obat-obat bius terlarang; antara karya sastra yang bernilai tinggi atau pornografi; antara pupuk organik atau zat kimia pemusnah massal. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pilihan-pilihan bebas tersebut memiliki relevansi etis dan terhadapnya seorang pribadi harus bertanggung jawab. 

Bagaimana pun juga suatu perusahaan, pada satu sisi, harus memproduksi barang yang berguna bagi masyarakat dengan harga murah, tetapi pada sisi lain, harus mendapat keuntungan supaya dapat bertahan dan bertumbuh. Akan tetapi, itu tidak berarti perusahaan menekan biaya produksi dengan membayar para pekerja upah yang tidak layak; tidak menyediakan jaminan sosial; tidak menghargai martabat para pekerja. Dengan kata lain, selalu ada tuntutan etis terhadap perusahaan berkaitan dengan hidup para pekerjanya.
 

Di atas sudah disinggung bahwa barang dan jasa seharusnya diproduksi tidak hanya dalam rangka untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harganya semurah mungkin sehingga banyak orang dapat membelinya. Tuntutan ini menghasilkan prinsip maksimalisasi produk sosial yang diakui oleh sosialisme dan liberalisme. Menurut prinsip ini suatu kegiatan ekonomi hanya berarti jika memperoleh hasil ekonomi semaksimal mungkin. Akan tetapi, sebagai makna tertinggi, tujuan macam ini bersifat problematis. ”Jika maksimalisasi produk sosial membahayakan nilai budaya yang lebih tinggi, maka maksimalisasi itu tidak lagi berarti.”
 Jika ibu dan anak yang masih kecil pergi kerja, hal ini akan memperbesar produksi sosial, tetapi merugikan nilai imateriil. Begitu juga jika memilih bekerja terus termasuk pada hari Minggu akan meningkatkan produksi sosial, tetapi merugikan nilai imateriil, yaitu pengudusan hari Minggu.
 Jadi, tujuan ekonomi bukanlah semata-mata keuntungan, bukan juga maksimalisasi produk sosial atau kesejahteraan materiil sebanyak mungkin orang. Semuanya itu merupakan kriteria sebuah etika utilitaristik, yang tidak dapat bertahan jika diuji menurut tuntutan keadilan universal dan iman kristiani.
1.2. Makna Ekonomi Sesungguhnya
1.2.1. Kitab Suci



Sebuah visi etika Kristen bagi kehidupan ekonomi telah ada sejak awal munculnya Kekristenan. Tidak banyak isu lain dalam etika Kristen yang telah menghasilkan literatur yang sebanyak tentang ekonomi ini. Juga tidak banyak isu yang dibahas dengan begitu saksama dalam Alkitab, termasuk berbagai ajaran Yesus seperti isu ekonomi. Pandangan tentang ekonomi dalam Alkitab sedikit yang dapat diterapkan secara langsung pada setiap level keterlibatan moral Kristen – kehidupan individual dan keluarga, praktik-praktik Gereja dan etika publik. Meskipun perhatian Kitab Suci atas ekonomi sangat besar, dalam tulisan ini hanya disinggung satu dua perikop Kitab Suci. Karena keterbatasan tempat, mengangkat satu dua perikop Kitab Suci di sini hanya untuk menunjukkan bahwa dasar etika ekonomi Kristen adalah ajaran Yesus Kristus. 

Dalam Mat 6:19 dikatakan: ”Jangan menimbun bagi dirimu sendiri harta di bumi.” Perkataan ini berkonotasi menimbun kesombongan, keserakahan, dan kekikiran. Pengajaran Yesus ini merupakan sebuah imperatif negatif. Larangan untuk menimbun harta kekayaan bertolak dari kenyataan bahwa ”di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya” (Mat 6:19). Materi yang kita miliki selalu cenderung menjadi rusak dan dicuri orang, dan para pendengar Yesus di abad pertama sangat sadara tentang masalah ini. Pencuri dapat membongkar dinding rumah dan mencuri kotak penyimpan harta yang berharga. Sebagian orang menangani masalah ini dengan ”menyembunyikan barang-barang berharga dalam gua atau menguburnya dalam tanah, tetapi dengan demikian pakaian dan uang logam akan mudah rusak dalam tempat penyembunyian semacam itu.”
 Kebodohan menimbun barang-barang secara berlebihan dalam keadaan seperti ini adalah jelas sekali.

Inisiatif yang mengubah ditemukan dalam imperatif: ”Tetapi kumpulkanlah bagimu hari di surga” (Mat 6:20). Teks ini serupa dengan pepatah yang ditemukan dalam Tob 4:8-9: ”Berikanlah sedekah sesuai dengan besarnya kekayaanmu. Jika engkau hanya mempunyai sedikit, jangan takut memberikan sedekah seadanya. Dengan jalan itu kau timbun simpanan bagi dirimu untuk masa darurat.” Gagasannya adalah bahwa kehidupan ekonomi yang berkemurahan hati menukarkan harta duniawi dengan perkenan Allah dalam hidup ini dan dalam hidup yang akan datang, suatu pertukaran ”harta” yang sangat bijaksana untuk dilakukan. Mat 6:19 berhubungan dengan Mat 6: 21, yang mengatakan: ”Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada” dan ”Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu” (Mat 6:22). Komentar-komentar ini, menurut Glen H. Stassen dan David P. Gushee, menggambarkan gagasan bahwa Yesus tidak mengajarkan gagasan-gagasan yang tidak mungkin, melainkan inisiatif-inisiatif yang mengubah yang berpartisipasi dalam pembebasan yang dibawa oleh Kerajaan Allah.


”Surga” bagi penginjil Matius adalah wilayah pemerintahan Allah di mana kehendak-Nya dilaksanakan. Memiliki harta di surga berarti menyerahkan diri secara total kepada apa yang ada di surga – pemerintahan Allah yang berdaulat. Kontras yang ditarik Yesus ialah antara kehidupan yang sekarang (yang ditandai oleh ketidakadilan yang menyebabkan kesengsaraan) dan pemerintahan Allah yang akan datang (yang ditandai oleh keselamatan, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita dalam hadirat Allah). Inisiatif-inisiatif yang mengubah itu adalah untuk menginvestasikan harta seseorang dalam pemerintahan Allah yang adil dan penuh kasih melalui praktik-praktik kemurahan hati ekonomis dan melakukan kekadilan. Perlu digarisbawahi bahwa pengajaran ini tidak secara ”idealistis” menolak kepemilikan harta pribadi atau harta perorangan, tetapi menolak penimbunan harta dalam artian kekikiran, keserakahan, dan tidak adanya kemurahan hati. 


Yesus menegaskan bahwa ”Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain” (Mat 6 :24).  Bagian terakhir dari perikop ini adalah ”Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon (kekayaan harta). Orang-orang yang berusaha untuk melakukannya adalah seperti budak-budak yang berusaha melayani dua tuan yang berkuasa penuh atas dirinya sendiri – mereka akan berada dalam posisi yang mustahil. Hanya satu tuan saja yang dapat dilayani. Usaha untuk mengelakkan fakta yang ada ini merupakan usaha menipu diri yang sia-sia. Lalu, bagaimana kita menghidupi kehidupan ekonomi kita? Yesus menegaskan bahwa ”janganlah kuatir”, ”padanglah burung-burung”, ”perhatikanlah bunga bakung”, dan ”carilah dahulu kerajaan Allah” (Mat 6:25-33). Bagi Yesus yang lebih penting daripada ekonomi adalah kerajaan Allah. Manusia harus meletakkan kebutuhan ekonomi mereka pada penyelenggaraan Allah. Allah tidak mungkin menelantarkan manusia tanpa memberikan apa pun yang mendukung keberlangsungan hidupnya. Karena itu, Allah meyakinkan manusia agar tidak kuatir akan kebutuhannya, seperti burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan menabung tetapi Allah memberi mereka kehidupan; dan bunga bakung yang tidak pernah menenun, tetapi Allah memberi mereka keindahan. Allah memperhatikan dan menyelenggarakan kebutuhan manusia. Manusia hendaknya lebih dahulu mencari kerajaan-Nya, yaitu keadilan, kebenaran, cinta kasih, damai sejahtera, dan kondisi serupa lainnya. 
1.2.2. Magisterium


Tujuan primer dan tertinggi perusahaan, menurut ajaran Kristen, bukan memaksimalisasi keuntungan atau kekuasaan seperti semangat liberalisme ekonomi atau kapitalisme, melainkan: 

”pelayanan kepada manusia, yaitu manusia seutuhnya, dengan mengindahkan tata urutan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, maupun tuntutan-tuntutan hidupnya di bidang intelektual, moral, rohani dan keagamaan; … manusia siapa saja, kelompok manusia mana pun juga, dari setiap suku dan wilayah dunia.”

Itu berarti mendapatkan keuntungan hanyalah tujuan sekunder dari suatu perusahaan. Sebab, jika keuntungan menjadi tujuan utama suatu perusahaan, maka akan lahir banyak kesalahan dan ketidakadilan.
 


Perhatian utama ekonomi seharusnya adalah orang miskin. Gagasan ini tidak berarti bahwa tujuan tertinggi ekonomi ialah melayani orang miskin. Terlalulah sempit kalau orang miskin menjadi tujuan tertinggi ekonomi. Akan tetapi, andaikata orang miskin tidak diperhatikan, kenyataan itu merupakan suatu tanda bahwa tatanan ekonomi tidak memberikan dukungan serius kepada rencana ilahi bagi manusia. Rencana ilahi bisa dilaksanakan secara penuh hanya jika semua orang bisa secara efektif berpartisipasi di dalamnya.


Ekonomi mempunyai tujuan langsung, yaitu memenuhi kebutuhan materiil manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, alat kerja, mesin, dll.. Kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi secara stabil dan pasti. Ekonomi juga dapat memenuhi kebutuhan imateriil manusia, yang nyata dalam produk informasi melalui media massa. Tujuan itu harus dikejar dengan suatu cara yang memungkinkan semua orang menjalankan suatu hidup yang layak sebagai seorang manusia. 
Persoalannya ialah bahwa hidup macam apa yang layak bagi seorang manusia dan kebutuhan macam apa yang selayaknya dipenuhi? Suatu kehidupan yang bergantung dari obat bius tentu tidak layak bagi seorang manusia, dan usaha memperoleh obat bius yang keras tidak merupakan suatu kebutuhan yang selayaknya dipenuhi. Jawaban atas pertanyaan itu turut memberikan penjelasan mengenai tujuan yang benar dari ekonomi. 

Suatu ekonomi yang melayani kebutuhan manusia yang benar merupakan sebuah ekonomi yang melayani kesejahteraan umum. Perlu diperhatikan bahwa kesejahteraan umum tidak boleh didefinisikan dengan hanya melihat keuntungan jangka pendek dari generasi yang sedang hidup, tetapi juga harus dinilai dalam perspektif masa depan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi harus memperhatikan juga akibat kegiatannya bagi lingkungan hidup atau keluarga, begitu juga perlu diperhatikan pentingnya investasi untuk penelitian guna menjamin bahwa ekonomi bisa bersaing pada masa depan. Kebutuhan yang bertentangan dengan kesejahteraan umum tidak boleh dilayani ekonomi. Lebih dari itu, ekonomi tidak menciptakan kebutuhan macam itu secara artifisial untuk mengejar keuntungan besar.

Kesejahteraan umum digambarkan sebagai jumlah segala persyaratan kehidupan sosial yang memungkinkan orang-orang, keluarga-keluarga, dan perhimpunan-perhimpunan mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan lebih mudah.
 Akibatnya, kesejahteraan umum bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri. Ia harus mendukung tujuan yang lebih tinggi, yaitu tujuan eksistensial manusia. Produksi ekonomi harus mendukung pembebasan manusia, pendidikannya, pengembangan kulturalnya dan kemungkinan untuk menjalankan kegiatan kultural. Karena ada sejumlah tujuan, maka perlu ada suatu kriteria yang mampu untuk mengatasi konflik di antara pelbagai tujuan itu dan menetapkan prioritas. Kriteria itu ialah tujuan akhir manusia. Menurut ajaran Kristen, tujuan akhir manusia adalah Tuhan.
 Maka, yang paling penting dalam hidup sekarang ialah mencari keterarahan kepada Tuhan.

Karena tujuan akhir manusia ialah Tuhan, maka kegiatan ekonomi harus melayani kemuliaan Allah, penegakan Kerajaan-Nya, kerajaan keadilan, kasih, dan perdamaian, dan pelaksanaan rencana-Nya ketika menciptakan dunia. Ekonomi tidak boleh melupakan tujuan-tujuan itu. Perlu diakui bahwa pendapat manusia mengenai cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan umum, tujuan eksistensial, Kerajaan Allah dan rencana penciptaan Allah kadang-kadang berbeda-beda. Langkah dari prinsip umum ke arah pelaksanaan politis seringkali sulit. Nilai dan tujuan etis mesti dipertemukan dengan data empiris, dengan kenyataan historis, sosial dan politis, dan harus juga menghadapi persaingan untuk memperoleh sumber daya yang terbatas. Maka, penilaian mengenai suatu problem ekonomi itu benar dan tepat, tidak hanya bergantung dari daya etis prinsip yang dipakai, tetapi juga dari ketepatan informasi yang dimiliki orang yang memberikan penilaian. Dalam menafsirkan data kadang-kadang orang bisa berbeda pendapat, tetapi keputusan etis itu tetaplah hakiki bagi keputusan ekonomi dan politik ekonomi. Tujuan yang digambarkan etika kristen dan konsekuensi yang disimpulkan dari situ memberikan orientasi cukup jelas untuk bisa memberikan penilaian yang masuk akal. 
2. Ekonomi Pasar Melayani Kebutuhan Manusia

2.1. Fungsi Pasar dan Persaingan

Pasar berarti tukar-menukar hal konkret dalam proses ekonomi. Pasar merupakan sarana penting untuk mengarahkan ekonomi pada kebutuhan kesejahteraan umum. Melalui permintaan, pasar menyampaikan kepada para produsen keinginan para konsumen, dan ia memperlihatkan kepada para produsen produk macam apa yang bisa dijual dengan harga yang perlu diminta seturut biaya produksi. Ia menggerakkan daya ekonomi masyarakat secara maksimal agar dapat dengan lebih baik memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan budaya. Bila harga barang sama, pasar mengutamakan barang paling murah, karena itu paling gampang dijual. Selain itu, pasar bebas juga menjamin pemakaian dana dan bahan baku secara hemat karena persaingan global memaksa perusahaan agar terus mencari kemungkinan untuk hemat dana dan bahan baku.


Proses seleksi dari pihak para pembeli tidak bisa tidak menghasilkan persaingan di antara para produsen dan penjual. Dalam situasi normal dan kalau tidak dimanipulasi, maka persaingan itu menjamin agar para pembeli mendapat barang terbaik dengan harga terendah; di antara para produsen hanya mereka yang menawarkan mutu terbaik untuk harga optimal akan berhasil. Inilah fungsi dari persaingan dalam ekonomi. Perlu diakui bahwa persaingan ekonomi seringkali tidak sehat, seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi liberalistis.
 Dalam sistem ekonomi liberal persaingan menghasilkan suatu jenis persaingan yang tidak adil dan sangat merugikan semua pihak.
 Oleh karena itu, persaingan dalam ekonomi tetap membutuhkan aturan yang menjamin fungsi pelayanan ekonomi kepada masyarakat.


Aturan hukum persaingan dewasa ini sangat mutlak diperlukan. Demi kesejahteraan umum hukum harus menjamin  bahwa seorang yang ingin memenuhi permintaan pasar dengan barang yang lebih murah dan lebih baik tidak boleh dihalangi oleh pembatasan persaingan. Kebebasannya dalam mencari keuntungan dan kerelaannya untuk melayani kepentingan ekonomi yang umum harus dilindungi terhadap segala usaha untuk menghindari persaingan macam ini. Akan tetapi, perlu disadari bahwa peraturan hukum semata tidak dapat menghasilkan persaingan yang adil apabila organisasi-organisasi ekonomi swasta tidak bekerja sama dengan negara untuk menjamin bahwa norma-norma itu ditaati. 
2.2. Pengusaha sebagai Pendukung Kesejahteraan Umum


Seringkali pengusaha dilihat sebagai penyebab munculnya masalah-masalah sosial. Dengan melihat masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia, penilain semacam itu tampaknya benar. Sekadar menyebut beberapa sebagai contoh: bentrokan antara polisi dan warga Bima, Nusa Tenggara Barat yang menolak pertambangan milik PT. Sumber Mineral Nusantara. Dalam insiden ini beberapa warga meninggal dunia. Kasus Lumpur Lappindo di Sidoarjo Jawa Timur sampai saat ini belum teratasi. Banyak warga kehilangan tempat tinggal karena terendam lumpur. Ganti rugi yang dilakukan pihak pengusaha dan pemerintah terhadap para korban hingga kini masih berjalan tersendat-sendat. Demikian juga masalah pertambangan PT. Freeport hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Penduduk tidak mendapatkan keuntungan yang berarti dari aktivitas pertambangan PT. Freeport ini. Bahkan akhir-akhir ini sering terjadi aksi penembakan antara warga Papua dengan pihak keamanan, yang menelan korban dari kedua belah pihak. 

Penilaian kita terhadap pengusaha tidak seimbang jika hanya dilihat dari satu sisi (penyebab masalah sosial). Penilaian yang sepihak ini sama sekali tidak menghargai dukungan yang besar dari para pengusaha dalam memajukan  dan mengembangkan ekonomi. Dalam kenyataan kita melihat bahwa ada jutaan pengusaha yang memimpin perusahaan besar atau kecil secara mandiri. Mereka dapat menciptakan lapangan kerja baik yang berskala besar maupun kecil. Tingkat kesejahteraan yang dinikmati masyarakat dewasa ini tidak mungkin tercapai tanpa dinamika para pengusaha. Pengusaha telah bertugas untuk mengatur kerja manusia dan sarana produksi sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan barang dan pelayanan yang dibutuhkan demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Gereja menyadari bahwa di samping kegiatan politik, keprihatinan sosial kristiani seharusnya mendukung juga ”aktivitas ekonomi: menabung, berinvestasi, menemukan, dan berwiraswasta karena semuanya itu merupakan kegiatan kreatif yang mendukung kesejahteraan umum.”
 Usaha untuk menemukan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah, ditambah dengan tantangan persaingan, menuntut agar pengusaha selalu menyesuaikan diri dan bersifat sangat fleksibel. Pengusaha sempurna ialah organisator, penemu, peneliti, dan perintis.

 
Sebagai pendukung kesejahteraan umum, hal yang perlu diperhatikan oleh pengusaha adalah membuka pasaran baru, mengembangkannya dan melayaninya. Pengusaha harus menyediakan barang dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Ini adalah fungsi dan tanggung jawab yang sangat sosial. Produktivitas ekonomi sosial terlaksana dengan semakin baik jika semakin banyak daya perencanaan bergiat di dalam kerja sama ekonomi sosial. Dibangunnya perusahaan-perusahaan swasta menuntut agar perusahaan kecil dan menengah diutamakan jika produktivitas mereka sama tinggi atau lebih tinggi daripada perusahaan besar. Hal itu sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Kebijakan seperti ini juga membantu agar kekuasaan ekonomi terbagi luas dan mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir orang atau di dalam tangan negara, suatu hal yang secara politis dan sosial berbahaya.
 Di dalam perusahaan kecil dan menengah juga para karyawan lebih puas dengan kerja dan kondisi kerja mereka.

Tentu saja pengusaha harus memperoleh keuntungan, yang menjadi sarana baginya untuk mengejar lagi tujuan baru. Suatu perusahaan tanpa keuntungan akan runtuh dalam ekonomi pasar. Pemilik perusahaan akan rugi dan para karyawan akan kehilangan pekerjaan. Karena itu, mencapai keuntungan merupakan suatu kewajiban etis-sosial karena perusahaan yang tidak membawa hasil memperlemah dan membebani ekonomi rakyat dan mengakibatkan kehilangan tempat kerja bagi para karyawan. Keuntungan yang dimaskud di sini ialah modal ke dalam ekonomi, menghasilkan tempat kerja, barang, jasa, penemuan, dan kemakmuran baru. Pengusaha yang menghasilkan keuntungan yang baik, sambil memberikan kepada karyawannya andil mereka yang adil, dapat mengatakan bahwa ia bertindak kompeten dan bertanggung jawab. Fungsi yang benar dari keuntungan dapat dilihat jika perusahaan sekaligus memperhatikan kebutuhan para karyawan dan tugasnya melayani masyarakat seluruhnya.
 Perusahaan hendaknya dimaksudkan untuk membuat suatu persekutuan sejati antarmanusia.
 Alasan untuk mencapai keuntungan atau menghemat biaya tidak boleh menjadi dalih untuk mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sejati – yang merupakan tujuan ekonomi yang sebenarnya. Pada akhirnya, jika nilai-nilai itu dihargai, keuntungan pun akan meningkat.
2.3. Konsumsi yang Bertanggung Jawab

Secara prinsipiil etika ekonomi merupakan juga sebuah etika konsumsi. Permintaan konsumen sebagian besar menentukan produksi. Etika konsumsi menjadi lebih penting dalam situasi dengan standar hidup yang cukup tinggi yang dengan gampang menggoda orang untuk hidup mewah atau boros. Akan tetapi, setiap konsumsi mewah yang tidak bertanggung jawab merupakan pelanggaran terhadap sikap menghemat yang perlu secara etis sosial, dan dengan demikian merupakan pelanggaran terhadap etika konsumsi.
 Keinginan dan keputusan para konsumen harus berorientasi pada tugas materiil dan kultural yang menyata dari tujuan manusia dan dari kebutuhan kesejahteraan umum, dan bukan hanya kesejahteraan umum suatu negara tertentu, melainkan kesejahteraan umum seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan. 


Memang tidak keliru menginginkan hidup lebih baik. Akan tetapi, tidak dapat dibenarkan cara hidup yang dianggap lebih baik jika sasarannya sekadar supaya orang serba ”memiliki” saja, bukan menyangkut jati diri pribadinya sendiri. Dan bila ia ingin menambah-nambah saja miliknya, bukan supaya pribadinya semakin baik, melainkan supaya hidupnya berlangsung dalam kenikmatan yang mubazir saja. Karena itu, perlu diciptakan pola-pola kehidupan yang ditandai oleh hasrat dan keinginan akan kebenaran, keindahan, kebaikan, dan persekutuan hidup dengan sesama demi kemajuan bersama, yang menentukan pilihan-pilihan mengenai harta benda konsumsi, penabungan-penabungan dan investasi-investasi modal.

3. Peran Negara dalam Ekonomi


Berbicara tentang peran negara dalam bidang ekonomi mengantar kita pada pembicaraan tentang relasi antara politik dan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa objek politik dan ekonomi berbeda. Objek politik ialah kesejahteraan temporal atau umum manusia pada umumnya. Sedangkan objek ekonomi ialah menyediakan bagi masyarakat barang-barang materiil, kultural dan rohani yang ditawarkan dengan harga yang dapat dikalkulasi. Karena objek politik itu lebih luas, maka politik itu mengungguli ekonomi. 

Isu ekonomi seringkali dijadikan ”komoditi” politik oleh para politikus. Dalam kampanye-kampanye pemilu, para politikus seringkali bersaing merebut dukungan para konstituen dengan memperkenalkan politik ekonomi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Mendukung politik ekonomi tertentu hanya bisa dipertanggungjawabkan jika ditentukan prinsip ekonomi yang sehat dan data konkret. 
3.1. Memperhatikan Prinsip Subsidiaritas


Prinsip subsidiaritas menuntut, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam segala bidang kesejahteraan umum, agar negara membiarkan orang perorangan dan persekutuan sosial lebih kecil untuk melaksanakan apa yang dapat mereka laksanakan seturut daya yang mereka miliki, dan baru campur tangan jika mereka tidak lagi sanggup untuk memenuhi kebutuhan penting para warganya. Prasyarat bagi campur tangan itu ialah bahwa negara sanggup memenuhi kebutuhan tersebut – dan dengan cara lebih baik daripada yang dilakukan unit lebih kecil itu.


Kenyataan bahwa negara memainkan peran subsidier, berlaku juga untuk ekonomi: tanggung jawab pribadi sebanyak mungkin, tanggung jawab negara sejauh perlu. Gereja berprinsip: 

”betapa pun luas dan berjangkauan jauh dampak negara atas ekonomi, pengaruh itu jangan pernah digunakan hingga warga perorangan kehilangan kebebasannya untuk bertindak. Pengaruh itu justru harus meningkatkan kebebasan itu, sementara secara efektif menjamin perlindungan hak-hak asasi pribadi setiap orang.”

Dan dalam keadaan-keadaan khusus negara:

”dapat mengambil-alih peran untuk sementara, bila sektor-sektor masyarakat atau sistem-sistem bisnis belum memadai untuk berperan serta semestinya karena masih cukup lemah atau baru saja mulai jalan. Campur tangan untuk memberi bantuan itu, yang memang dibenarkan bila ada alasan-alasan yang mendesak demi kesejahteraan umum, sedangkan mungkin harus dibatasi dalam kurun waktu tertentu, supaya sektor-sektor masyarakat dan sistem-sistem bisnis jangan sampai terlanjur kehilangan fungsi-fungsinya yang khas, dan supaya lingkup campur tangan negara jangan sampai meluas keluar proporsi, sehingga kebebasan ekonomi maupun  kebebasan pra warga negara dirugikan.”


Yang perlu diutamakan ialah hak pribadi untuk bisa bertindak secara bebas, sedangkan mengenai campur tangan yuridis dari pihak negara harus dibuktikan bahwa memang perlu. Artinya, warga negara, perorangan atau dalam kelompok, ditantang untuk tidak menuntut dari negara subsidi dan kemudahan yang terlampau tinggi. Warga negara sebaiknya menjaga agar mereka jangan memberikan kekuasaan terlampau besar kepada pemerintah dan dengan demikian memperlemah tanggung jawab pribadi mereka sendiri.
3.2. Membentuk Institusi yang Adil

Ajakan untuk menunjukkan sikap etis itu perlu, tetapi sekadar ajakan tidak cukup untuk mengatur tatanan ekonomi. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan institusi ekonomi yang adil.


Harus diakui bahwa membentuk institusi ekonomi yang adil itu tidak gampang. Seperti di dalam segala bidang kehidupan manusia, orang harus bertindak seturut ketrampilan dan pengetahuan yang mereka miliki. Institusi tidak bisa dibentuk dalam vakum kultural. Ada tradisi adat istiadat yang perlu diperhitingkan. Tradisi itu barangkali pernah membentuk struktur yang kurang ideal, tetapi tidak mungkin untuk mengubahnya secara mendadak tanpa merusakkan seluruh jaringan sosial dan stabilitas masyarakat. Etika Kristen sungguh-sungguh menyadari kesulitan dalam situasi konkret seperti itu. Dalam situasi konkret, orang hanya bisa mendekati ideal suatu masyarakat adil. Untuk bisa mewujudkan situasi yang mendekati ideal terbaik, itu merupakan leadership dari seorang pemimpin politik.


Gereja berpendapat bahwa negara harus membendung kecenderungan antisosial dari pribadi dan golongan sosial tertentu. Negara harus menghindari gangguan terhadap keseimbangan kuasa yang disebabkan oleh pemusatan modal di dalam tangan segelintir orang. Namun, perlu juga ada institusi yang membendung dan mengontrol kekuasaan negara. Jika tidak ada institusi seperti itu, otoritas negara akan dengan gampang bisa menjadi despotisme, oligarki, dan diktator. Kekuatan yang bisa membendung tendensi totaliter itu ialah satu kelas menengah yang secara ekonomi mandiri dan kuat dan yang didukung oleh institusi demokratis.
 Oleh karena itu, suatu politik ekonomi yang bertanggung jawab hanya bisa diusahakan dalam kaitan erat dengan politik sosial dan politik perburuhan, politik keluarga, lingkungan hidup, pembangunan dan pendidikan. Institusi ekonomi yang adil secara mutlak diperlukan oleh setiap masyarakat. Pada tempat pertama dan utama nilai yang secara instrinsik terdapat di dalam tujuan ekonomi harus diamankan melalui tantanan hukum. Hal itu merupakan suatu proses dinamis, artinya, proses itu menuntut penyesuaian terus-menerus tatanan sosial dan hukum.

3.3. Memihak Orang Miskin

Menjamin syarat minimum yang perlu untuk hidup layak seseorang manusia merupakan salah satu tugas utama pemerintah. Memenuhi kebutuhan dasar orang miskin menjadi prioritas penting. Kewajiban pemerintah dalam memenuhi standar minimum hidup layak seorang manusia dinyatakan dalam Pasal 25 deklarasi hak asasi manusia PBB pada 10 Desember 1948:

”Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and wll-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”

Hal ini tidak berarti – seperti sudah kita singgung – bahwa pemerintah sendiri harus memenuhi kebutuhan ini. Bila ada kesulitan sosial, orang kadang kala terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa pemerintah harus turun tangan. Perlu diketahui bahwa sosial tidak identik dengan tanggungan pemerintah. Demi kepentingan dan kesejahteraan manusia itu sendiri, Gereja mendukung adanya tanggung jawab pribadi dan usaha untuk mengatasi sikap yang hanya menuntut dari negara. Tentu untuk jangka panjang suatu bangsa tidak bisa mengeluarkan lebih banyak dari apa yang dihasilkan oleh kerjanya. Itu berarti keluarga inti dan keluarga besar mempunyai kewajiban terhadap anggota-anggotanya. Demikian halnya perserikatan dan  organisasi amal mempunyai tugas dalam hal ini. Pemerintah baru turun tangan bila bantuan kelompok-kelompok itu tidak lagi memadai atau sama sekali tidak dapat diperoleh.

Tugas pertama dalam usaha mengentaskan kemiskinan ialah usaha membangun dan mempertahankan suatu ekonomi yang sehat yang menyediakan lapangan lapangan kerja dengan upah yang adil bagi semua orang dewasa yang sanggup untuk bekerja. Pada saat yang sama juga seluruh masyarakat harus berusaha demi pendidikan dan pembinaan orang miskin. Bagaimana pun juga peran pendidikan sebagai sarana untuk mengatasi kemiskinan itu sangat besar. Perbaikan sistem pendidikan merupakan investasi berharga ke dalam masa depan Indonesia.

4. Kerja Sama Internasional dalam Bidang Ekonomi

Abad ke-21 ditandai oleh hilangnya sekat-sekat antarnegara. Tidak satu pun negara di dunia terisolasi dari negara-negara lain. Negara-negara di dunia menjadi semacam apa yang disebut oleh Anthony Giddens global village karena terhubung satu sama lain. Berkaitan dengan ekonomi, banyak orang sepakat bahwa kerja sama antarnegara dalam bidang ekonomi diperlukan secara mutlak untuk mencapai kesejahteraan semua negara. Kerja sama itu diperlukan berdasarkan kenyataan dan kebutuhan ekonomi. Akan tetapi, politik ekonomi harus juga diwarnai oleh nilai-nilai yang melampaui bidang ekonomi semata-mata. Solidaritas antarmanusia dan kasih kristiani menantang semua orang yang berkecimpung dalam bidang politik untuk mengatasi kekurangan dan kemalangan di dalam keluarga umat manusia.
4.1. Tatanan Ekonomi Internasional

Tujuan ekonomi sebagaimana yang sudah disinggung di atas berlaku juga untuk hubungan internasional. Terutama perlu ada usaha untuk mewujudkan eksistensi manusiawi yang layak bagi semua orang. Untuk itu ada dua hal dibutuhkan: pendapatan secukupnya dan kerja sama yang berguna. Perbaikan dalam hal ini untuk sebagian besar bergantung dari usaha untuk membentuk dan mengembangkan perdagangan internasional secara adil.

Ekonomi internasional pada dasarnya diatur oleh pasar. Setiap negara bertindak sama seperti suatu perusahaan.
 Entah negara itu berorientasi sosialis, komunis, atau kapitalis, di pasar global setiap negara berusaha untuk menjual produknya dan membeli produk dari negara lain sesuai dengan syarat optimal. Di antara jenis-jenis orientasi pasar tersebut, ekonomi pasar sosial patut diutamakan pada level internasional dengan alasan yang sama seperti pada level nasional.

Prinsip perdagangan bebas dibatasi oleh kebutuhan cabang industri tertentu akan perlindungan terhadap persaingan internasional yang terlalu tajam. Pajak impor merupakan sarana untuk memberikan perlindungan itu. Selain itu, perdagangan bebas dibatasi juga oleh kebutuhan untuk melindungi negara yang secara ekonomi lebih lemah atau bergantung terhadap eksploitasi. PBB bertugas untuk memberikan perlindungan itu. Tindakan dan penetapan apa yang paling berguna bergantung dari kasus konkret. Hampir tidak ada penetapan yang tidak memiliki efek negatif untuk pihak lain. Oleh karena itu, tidak bisa tidak harus ada kompromi politik. 


Dalam perdagangan internasional perlu ada pembatasan-pembatasan untuk melindungi negara-negara yang sedang berkembang. Negara-negara yang sedang berkembang sangat dirugikan bila negara-negara industri mensubsidi ekspor dan industri mereka, tetapi pada saat yang sama membebani impor produk semi jadi dan jadi dari negara yang sedang berkembang dengan pajak impor yang tinggi. Bagaimana pun juga konglomerat internasional besar harus dikontrol dengan lebih ketat agar mereka tidak menggunakan modal dan pengetahuan intern mereka secara tidak jujur untuk merugikan negara berkembang. Perlu ada tuntutan terhadap pengusaha asing agar mereka bersifat kuasi-negara dan menuntut agar mereka membagikan keuntungan mereka secara lebih adil. Patut diterima dengan baik bahwa PBB mengambil insiatif untuk menangani proyek semacam ini. Selain itu, negara sedang berkembang membutuhkan bantuan aktif dari pihak negara industri untuk mengejar keterbelakangan mereka dalam bidang ekonomi, mengembangkan industri dalam negeri dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
4.2. Perkembangan Ekonomi dan Solidaritas Global

Usaha untuk mengatasi kemiskinan internasional dan jurang kaya-miskin yang sangat besar merupakan tantangan sosial dewasa ini. Dalam sebuah ekonomi global dewasa ini, di mana semua negara kurang lebih bergantung secara intensif satu sama lain, tidak ada yang bisa membebaskan diri dari tanggung jawab terhadap negara yang sedang berkembang. Ketergantungan satu sama lain harus diubah menjadi solidaritas antara negara kaya dan miskin, namun juga di antara negara sedang berkembang sendiri.
 Perlu diterima oleh semua pihak bahwa ancaman terhadap lingkungan hidup yang menjadi semakin serius karena eksploitasi kekayaan alam di negara sedang berkembang menjadi ancaman bagi semua negara di dunia. Negara berkembang harus dibantu oleh negara industri untuk menemukan sumber alternatif bagi pendapatan mereka. Sumber alternatif itu hanya mungkin ada melalui peningkatan kualitas pendidikan, tersedianya ahli setempat, alih ketrampilan dan modal secukupnya. Selain itu, kemiskinan dan ketidakamanan seringkali menjadi alasan untuk berimigrasi dan mengungsi secara global. Hal itu dapat diatasi melalui pembangunan dan stabilitas ekonomi dan politik lebih besar di negara asal para imigran dan pengungsi.

Keterbelakangan negara sedang berkembang lebih dilatarbelakangi oleh keterbelakangan sosial dan peradaban, misalnya buta huruf, kekurangan ketrampilan, dan ikatan sosial. Keterbelakangan ini menghalangi mereka untuk menggunakan manusia dan sumber daya alam secara optimal. Negara industri harus membantu dalam hal ini. Pelatihan ketrampilan dan modal awal dibutuhkan untuk ”melengkapi dan mengembangkan ekonomi agar selaras zaman.”
 Dalam usaha ini kita tidak boleh mengandalkan organisasi besar dan birokrasi rumit. Yang dibutuhkan ialah sejumlah besar perusahaan kecil dan menengah karena faktanya kekuatan terbesar dalam memajukan ekonomi suatu negara berasal dari perusahaan kecil macam ini. 

Penting agar negara sedang berkembang memberikan peluang lebih besar bagi investasi langsung dari perusahaan luar negeri. Bentuk impor modal yang demikian tidak akan menciptakan utang baru. Namun dalam proses ini tidak boleh diciptakan ketergantungan. Disarankan agar negara sedang berkembang mengusahakan diversifikasi ragam produk dan mitra perdagangan, dan berusaha untuk mendapat investasi dari pelbagai negara. Selain itu, suatu sumbangan yang sangat berguna bagi pengembangan negara-negara miskin ialah lewat peniadaan pajak impor bagi produk dari negara-negara miskin atau negara berkembang. Kita dapat menganggap peniadaan impor itu sebagai sumbangan modal untuk pembangunan negara berkembang. Dan tampaknya dibutuhkan juga bantuan pembangunan sebagai bantuan dalam arti yang sesungguhnya, yakni sebagai pemberian bebas. Pelbagai negara, organisasi swasta dan pribadi tertentu merupakan sumber yang memberikan bantuan semacam itu. Terutama negara kaya diajak untuk memberikan bantuan dengan lapang dada dan tanpa pamrih bagi orang yang menderita. Sumbangan Gereja dan organisasi sejenis demi pembangunan negara yang lebih miskin sangat penting. Dengan membangun sistem pendidikan dan karya amal, organisasi-organisasi tersebut menyumbangkan banyak bagi pembangunan. 

Akhirnya perlu disadari bahwa nilai budaya dan sikap etis memainkan peran penting untuk mengembangkan sebuah negara di samping modal, pendidikan, dan pelatihan. Suatu sikap baru terhadap kerja, harta milik, perencanaan, ketepatan waktu dan sikap dapat diandalkan akan dibutuhkan. Dalam bidang ini juga Gereja memberikan sumbangan berarti. Pentingnya sikap etis diungkapkan dengan jelas oleh ajaran Gereja demikian:

”Dalam kenyataan orang menjadi sadar dewasa ini bahwa penumpukan barang dan pelayanan semata-mata, biarpun semuanya itu tersedia bagi mayoritas orang, tidak cukup untuk memenuhi kebahagiaan manusia .... Sebaliknya, pengalaman akhir-akhir ini menunjukkan bahwa jumlah sarana dan kemungkinan, yang disediakan bagi manusia gampang merugikan dan memeras manusia, bila semuanya itu tidak diarahkan oleh suatu sikap etis dan tertuju kepada kesejahteraan manusia yang sebenarnya.”

Walaupun pembangunan selalu memiliki dimensi ekonomi, ia tidak terbatas pada dimensi itu; pembangunan harus berorientasi pada panggilan manusia seutuhnya, termasuk dimensinya yang kultural, religius dan transenden.
5. Penutup 

Pada dasarnya Gereja mendukung kegiatan ekonomi karena dapat memberikan kesejahteraan umum. Kemajuan peradaban dewasa ini tidak terlepas dari pengaruh positif dari aktivitas ekonomi itu. Namun, perlu diakui bahwa aktivitas ekonomi yang tidak diarahkan dengan prinsip-prinsip etis justru merugikan manusia. Manusia dirugikan bila ekonomi tidak memerankan fungsi sejatinya sebagai pelayan manusia. Keuntungan hanyalah faktor sekunder dari tujuan ekonomi. Keuntungan itu pun bukan demi ekonomi itu sendiri, melainkan demi kebaikan hidup manusia. Jadi, aktivitas ekonomi – entah itu berskala besar atau kecil, berskala nasional atau internasional; dilakukan oleh individu atau kelompok, dilakukan pihak swasta atau negara – bertujuan untuk melayani manusia.
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